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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
Rahmat dan HidayahNya, sehingga Dokumen Rancangan Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya 2020-2024 dapat diselesaiakan.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahap ke IlI 2015-2019 dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke IV 2020-2024
yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan tahapan yang sangat penting

terhadap pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sebagaimana kita ketahui dalam RPJPN 2005-2025 yang menjadi sasaran

pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah *PHZXMXGNDQ PDV\DUDNDW
INGRQHVLD \DQJ PDQGLUL PDMX DGLO GDQ PDNPXU’

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional tahap

terakhir adalah melalui 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Kelembagaan Politik dan

Hukum yang mantap, (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, (3)

Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, (4) Terwujudnya
keanekaragaman hayati yang terjaga.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya
Tahun 2020-2024 merupakan konsep dokumen perencanaan Pengadilan Militer
Tinggi Il Surabaya yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan,
program dan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya yang akan dijadikan
konsep pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun kedepan, yaitu pada tahun 2020-2024 yang mengacu kepada
Renstra Mahkamah Agung RI,

Seiring berjalannya waktu, sambil menunggu ditetapkannya Dokumen Renstra
Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 dan dalam rangka menindaklanjuti Surat
Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15
November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan
Militer Tinggi 11l Surabaya perlu menyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun
2020-2024.



Dalam Penetapan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi Il

Surabaya Tahun 2020-2024 seiring berjalannya waktu sudah tentu kedepannya

ada perubahan / perbaikan-perbaikan yang disesuaikan / diselaraskan dengan

Dokumen Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 serta disesuaikan

kebutuhan dan isu-isu strategis yang berkembang serta prioritas sesuai

kebijakan Mahkamah Agung RI, dan semoga Rancangan Rencana Strategis ini

bermanfaat untuk mewujudkan kebijakan Mahkamah Agung RI, dan Visi
SHQJDGLODQ OLOLWHU 7LQJJL ,,, 6XUDE MWD ETWHNIZ XM@ EXQ\D
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1.1. KONDISI UMUM

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945).
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi,

Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu
pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa, memutus perkara pidana bagi
prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat
Kapten. Sedangkan Pengadilan Militer Tinggi pada Tingkat Pertama memeriksa
dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajuritnya berpangkat
Mayor keatas, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha
militer dan Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat
banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah

hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan Miliiter sebelum tahun 2004 Organisasi, Administrasi, Financial
dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI namun sesuai dengan Kepres 56
tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan
dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak
pengalihan tersebut pembinaan organisasi, Administrasi dan finansial pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Militer berada di Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut
ketentuan tersebut di jabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua
Mahkamah Agung RI dan panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor :
KMA/O65A/SKB/1X/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/VIII/2004.
Pada tahun 2011 Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya telah mempunyai gedung
sendiri dengan luas gedung 1.500 M? yang diresmikan pada tanggal 30 Juni 2011
dan mulai ditempati pada tanggal 2 Januari 2012. Gedung Pengadilan Militer
Tinggi Il Surabaya satu komplek dengan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya (Dilmil
I11-12 Surabaya) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Surabaya) yang



berdiri diatas tanah seluas 11.900 M2 yang terletak di JI. Raya Ir. H. Djuanda No.
87 Sidoarjo Jawa Timur.

Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala
bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke
Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua
dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan

dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Pada hakekatnya peran Pengadilan adalah pelayanan kepada masyarakat
(khususnya masyarakat pencari keadilan), produk utama penyelenggaraan
peradilan adalah pelayanan publik yang baik (prima) sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kita sadari bahwa sampai dengaan saat ini kondisi penyelenggaraan pelayanan
publik secara umum belum sesuai harapan masyarakat (khususnya masyarakat
pencari keadilan), oleh karenanya Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya berusaha
semaksimal mungkin dengan memberdayakan SDM yang tersedia dan Sarana
Prasarana yang ada akan mewujudkan 3istim penyelenggaraan pelayanan
publik yang EDLN  SULPD’ VHVXDL NHWHQW XmgnhgsydrgW X U D
berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, maka Pengadilan
Militer Tinggi 1l Surabaya akan menetapkan beberapa kebijakan: (1) Merumuskan
kebijakan nasional tentang pelayanan publik, (2) Melaksanakan monitoring dan
evaluasi secara berkala tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, (3)
Kompetensi inovasi pelayanan publik.

Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun
(2015-2019) telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yang merupakan
pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN) ke Il 2015-2019 yang dilaksanakan secara maksimal dengan
memanfaatkan SDM yang tersedia serta sarana dan prasarana yang ada sesuai
skala prioritas, yang didukung anggaran DIPA setiap tahun berjalan yang capaian
kinerja setiap tahunnya dituangkan dalam bentuk LKjIP.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer
Tinggi Il Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama 5



(lima) tahun (2020-2024) kedepan yang memuat; visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi 1l
Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya disusun mengacu kepada Renstra
Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2020-2024, namun Renstra MARI Tahun 2020-2024 belum ditetapkan, maka
Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya menyusun Rancangan Rencana Strategis
Pengadilan Militer Tinggi 1l Surabaya Tahun 2020-2024 sebagai tindaklanjut atas
Surat Sekretaris MARI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November
2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dan
peradilan tingkat banding, juga merupakan kawal depan (Voorpost) Mahkamah
Agung RI yang membawahi 8 (delapan) Peradilan Militer yang berada di wilayah
hukum Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya yang terdiri dari :

Pengadilan Militer 111-12 Surabaya
Pengadilan Militer 111-13 Madiun
Pengadilan Militer 111-14 Denpasar
Pengadilan Militer 111-15 Kupang
Pengadilan Militer 111-16 Makassar
Pengadilan Militer I11-17 Manado
Pengadilan Militer 111-18 Ambon
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Pengadilan Militer 111-19 Jayapura

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam
pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari

keadilan.

CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN MILITER TINGGI Il SURABAYA

Capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya dalam penyelesaian
perkara baik perkara tingkat pertama maupun perkara tingkat banding selama
RPJM Tahun 2015-2019 Tahap ke Il dari RPIJPMN 2002-2025
sebagaimana tabel berikut:



1.2.

TINGKAT
PENGADILAN

2015 | 2016 | 2017 | 2018

Perkara Tingkat
Pertama

Perkara Tingkat | 112 | 132 | 124 | 108 115 123
Banding

2. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN MILITER JAJARAN PENGADILAN
MILITER TINGGI 1l SURABAYA

Capaian kinerja Pengadilan Militer Jajaran Pengadilan Militer Tinggi Il
Surabaya dalam penyelesaian perkara pada tahun 2019 sebagaimana tabel
berikut:

NO TINGKAT PENGADILAN SISA MASUK PUTUS SISA
TH. 2018 TH. 2019 TH. 2019 TH. 2019

Dilmil 111-19 Jayapura 36 277 310

POTESIDAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya
dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan internal maupun eksternal baik
yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi Pengadilan Militer Tinggi Il
Surabaya.

Analisis faktor internal terdiri dari; Kekuatan (Strength) dan Kelemahan
(Weakness), sedangkan analisis faktor eksternal terdiri dari; Peluang
(Opportunities) dan Ancaman (Threats).

1.2.1. ANALISIS FAKTOR INTERNAL

A. Kekuatan (Strength)



Kekuatan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya mencakup hal-hal

yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan

sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, meliputi:

1.

Merupakan  Voorvost ( kawal depan ) di wilayah hukum
Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya

Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (
promosi dan mutasi ) pegawai sewilayah  hukum
Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya

Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan
Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya selaku Pengadilan

Tingkat Banding.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer Tinggi [l

Surabaya dapat dirinci dalam beberapa aspek:

1.

Aspek Proses Peradilan

X  Putusan Pengadilan Militer Tinggi 1l Surabaya sudah
dapat diunduh/diakses oleh masyarakat melalui website, pada
konten SIPP sebagai sarana informasi publik tentang perjalanan
perkara, sistem aplikasinya SIPP terus mengalami perubahan
dalam rangka penyempurnaan pelayanan prima, hal ini sesuai
program dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

X  Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur
tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum
Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya, sebagaimana telah
tersedia sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), SiRatMil
dan e-Tamil serta SiskomSid, akan tetapi sampai dengan
sekarang masyarakat pencari keadilan belum memanfaatkan
secara optimal sarana dan prasarana yang telah tersedia
sebagaimana mestinya.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

X  Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya belum mempunyai
kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan
Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya.

X Rekrutmen pegawai (pelaksana) baik Militer maupun PNS
yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan
kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya.



3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

X  Sudah terlaksananya evaluasi penilaian kinerja terhadap
jajaran Pengadilan Militer di wilayah hukum Dilmilti 11l Surabaya
melalui Binwas, akan tetapi belum secara optimal karena
terkendala luasnya wilayah.

X Sudah memiliki sistem pengaduan publik maupun prajurit
pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi, namun
sampai dengan saat ini belum ada prajurit pencari keadilan
yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

X  Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi
informasi melalui Program SIPP serta administrasi perkara
Militer, walau aplikasinya belum maksimal dan masih dalam
proses penyempurnaan.

Aspek Sarana dan Prasarana

X  Anggaran yang diterima Pengadilan Militer Tinggi Il
Surabaya dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan

rencana yang diajukan.

1.2.2. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

A. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer

Tinggi Il Surabaya untuk melakukan perbaikan ditinjau dari

beberapa aspek :

1.

Aspek Proses Peradilan

X  Adanya pemanfataan teknologi informasi melalui website
Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya untuk memberikan
kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat (pencari
keadilan) tentang alur proses berperkara di lingkungan Militer.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

X Adanya tunjangan Pejabat Negara bagi tenaga teknis
fungsional Hakim sesuai PP No. 94/2012 tanggal 29 Oktober
2012

X  Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi untuk pegawai
selain Hakim sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

X  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang
dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya maupun



Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

X  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara
berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan
Militer sewilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya.
Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

x  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan
diwilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya.

Aspek Sarana dan Prasarana

X  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di
Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya berupa internet, website

Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya.

B. Ancaman/Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan yang akan

dihadapi Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya dan harus dicarikan

solusi terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana

yang diharapkan.

1.

Aspek Geografis Wilayah Hukum

Pengadilan Militer Tinggi [lI Surabaya membawahi wilayah
hukum sangat luas yang tersebar di wilayah Indonesia bagian
timur.

Aspek Proses Peradilan

X Sudah tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan
pengguna jasa pengadilan militer, namun sampai dengan
sekarang belum bisa dipergunakan secara maksimal.

x  Sidang keliling untuk tujuan proses percepatan
penyelesaian perkara terkendala tidak berimbangnya anggaran
yang ada dengan kondisi geografis wilayah hukum Dilmilti 111
Surabaya yang sangat luas.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

x  Personil di Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya belum
seluruhnya menguasai Tupoksi Pengadilan Militer Tinggi [l
Surabaya.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

X  Sudah ada sistem reward and punishmen atas kinerja
aparat peradilan militer.



5.

Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
X  Masih terdapatnya keterlambatan pengiriman berkas
perkara banding dari Dilmil pengaju ke Pengadilan Militer Tinggi
[l Surabaya.

X  Masih terdapatnya kekurangan kelengkapan administrasi
perkara tingkat pertama, apabila ada upaya banding
dikarenakan para pihak sering terlambat menyerahkan memori
banding atau kontra memori banding.

Aspek struktur organisasi

X Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer;

X Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan;

X Kep Pangab Nomor Kep/01/P/1/1984 tanggal 20 Januari
1984 tentang Organisasi dan Prosedur.

Aspek Sarana dan Prasarana

X Anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI untuk
pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan
kebutuhan, diantaranya kebutuhan rumah dinas Wakadilmiti
dan para Hakim Tinggi serta Pejabat Struktural lainnya belum

terpenuhi.

Potensi dan Permasalahan yang ada, dapat digambarkan pula dalam bentuk tabel,

sebagai berikut;

NO POTENSI PERMASALAHAN
1 PENYELESAIAN PERKARA SE. Mahkamah Agung RI Masih ada Perkara Tingkat
No.2 Tahun 2014 tentang Pertama, yang diselesaikan
Penyelesaian Perkara di diatas 5 (lima) bulan, yaitu
Pengadilan Tingkat Pertama Pidana Militer (In Absensia)
dan Tingkat Banding pada 4 paling cepat dapat
(empat) Lingkungan diselesaiakan dalam waktu 6
Peradilan (enam) bulan, sesuai Ps. 143
. UU No. 31 Th. 1997 tentang
SOP Penyelesaian Perkara Peradian Militer
2 MANAJEMEN Pemanfaatan Tl Aplikasi SIPP terus
PENANGANAN PERKARA mengalami perubahan untuk
penyempurnaan
Menggunakan Sistem
Informasi Penelusuran Etos kerja SDM dalam
Perkara (SIPP) pemanfaatan SIPP
Regulasi MA yang
mendukung pelaksanaan
SIPP
3 PENERIMAAN Untuk peningkatan Tingginya perkara masuk ke
MASYARAKAT TERHADAP kompetensi penyelesaian MA, disebabkan adanya
PUTUSAN PENGADILAN perkara, telah dilaksanakan ketidak puasan para pencari




dan diikutkan secara
berjenjang Diklat Hakim
Terpadu

keadilan atas Putusan
Pengadilan baik tingkat
pertama maupun tingkat
banding

4 AKSES TERHADAP

Akses Informasi dan

Adanya opini publik, bahwa

dan Non Teknis

Fit and Proper Test dalam
rangka Promosi Jabatan
untuk Eselon Il keatas.

PENGADILAN Pengaduan menggunakan: sarana informasi yang
- Sarana Tl (Website) disediakan belum menjamin
- Sistem PTSP sepenuhnya transparansi di
Pengadilan
SK Ketua MA No. 1-
144/KMAJ/SK/1/2011 tentang
Pedoman Pelayanan
Informasi
5 SDM Pelatihan bagi Tenaga Teknis Masih lemahnya pemahaman

terhadap Kebijakan Teknis
dan Non Teknis Peradilan

Pola Pikir yang belum sesuai
dengan kompetensi

Beban Kerja yang belum
merata, dan penempatan
personil pelaksana yang
belum proporsional

Jumlah Personil yang tersedia
belum seimbang dengan
beban kerja yang ada

6 FUNGSI PENGAWASAN

Pengadilan Militer Tinggi Ill
Surabaya merupakan
Voorvost (Kawal Depan) di
Wilayah Hukum Dilmilti Il Shy

Keputusan Ketua MA RI No.
076/KMA/SK/VI/2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan di
Lingkungan Pengadilan

Masih banyaknya Masyarakat
yang belum memahami
prosedur pengaduan

Belum adanya Regulasi
Jaminan ttg Kerahasiaan dan
Perlindungan terhadap
Identitas Pelapor Pengaduan

1.2.3. FAKTOR KEBERHASILAN

Dengan adanya faktor-faktor tersebut akan sangat berpengaruh

terhadap kinerja yang akan dicapai,

olehkarenanya Pengadilan Militer

Tinggi Il Surabaya akan terus memacu diri dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya untuk dapat terwuM X GQ\D
6XUDED\D <DQJ $JXQJ’

menjadi prioritas faktor keberhasilan, yaitu:

S3HQJDGLODQ OLOLW
VHVXDL KDVLO UXPXVDQ

A. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja Pengadilan Militer Tinggi 11l

Surabaya (Peningkatan Manajemen Peradilan);

B. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang

efektif dan efisien;

C. Peningkatan profesionalisme seluruh personil Pengadilan Militer

Tinggi lll Surabaya;

D. Peningkatan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengadilan Tinggi Ill Surabaya; dan

E. Peningkatan pengelolaan srpras untuk mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi 11l Surabaya.




\ |
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2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi 11l Surabaya Tahun 2020 +2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 + 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM IIl) 2020 +2024, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam

mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 +2024.

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan
sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya
39LVL” DGDODK SHUWDQ\DDQ WHQWDQJ" GKII)W DEH NEHODD H
gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya,

atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang kan datang.

Visi Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :

STERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER TINGGI Il SURABAYA YANG
$ * 8 1 * 7

2.2. MISI

Misi adalah cara untuk mencapai Visi tersebut atau langkah-langkah apa
yang akan dilakukan dalam mencapai Visi.
Misi merupakan pertanyaan tentang; What be believe we can do ? Apa saja

yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut.



Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud

dengan baik.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Militer Tinggi Il

Surabaya, yaitu sebagai berikut :

A e

SHQMHODVDQ NHWLJD PLVL LQL
OLOLWHU 7LQJJL ,,, 6XUDED\D \DQJ $JWQJ" DGDODK VHED

Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi 11l Surabaya;

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya;
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi I

Surabaya.

Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi 1ll Surabaya.
Yaitu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,
( sebagai kelembagaan / institusi, maupun personal hakim ) secara

obyektif, efektif dan berkeadilan (tegak dalam keadilan)

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
(orientasi kepada pertimbangan kepentingan pencari keadilan dalam

memperoleh keadilan)

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi |l
Surabaya.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan
kecepatan gerak perubahan badan peradilan itu sendiri. Peran aktif
pimpinan badan peradilan adalah selain harus menguasai aspek teknis
yudisial juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis

(Kepemimpinan dan Manajerial)

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi Il
Surabaya.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting
untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan

peradilan.

GDODP \WDDQHRDDESHPDY,



2.3.

Orientasinya mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta

penyampaian dan publikasi putusan kepada pencari keadilan ( para pihak)

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi |l

Surabaya sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan

strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah merupakan penjabaran atau bentuk implementasi

dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun..

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya

adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi, dengan

sasaran sebagai berikut;

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,

dengan indikator kinerja:

a. Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu
( dalam jangka waktu 5 (lima) bulan);

b. Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu
(dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan);

C. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk.l. yang dikirim kepada
Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu; dan

d. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim
kepada Pengadilan Pengaju dan kepada para pihak tepat waktu.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari

keadilan, dengan sasaran sebagai berikut;

a.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan

indikator sebagai berikut:

1) Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial,

2) Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Teknis
Kepaniteraan; dan

3) Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis
Yudisial.

Peningkatan kualitas pengawasan, dengan indikator sebagai

berikut:



1)
2)

Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti; dan

Persentase Temuan yang ditindaklanjuti.

2.4. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur,

yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima

tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya

adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel, dengan indikator kinerja:

1) Persentase sisa perkara yang diselesaiakan tepat waktu;

2) Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat
waktu ( dalam jangka waktu 5 (lima) bulan);

3) Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat
waktu (dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan);

4) Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan paling
cepat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143
UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

5) Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaiakan
dengan cara sidang keliling;

6) Persentase penurunan sisa perkara; dan

7) Persentase perkara Tk.l. yang tidak mengajukan Upaya
Hukum.

b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan

indikator sebagai berikut;

1)

2)

3)

Persentase Salinan Putusan Perkara Tk.l. yang dikirim
kepada para pihak tepat waktu;

Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang
dikirim kepada Pengadilan Pengaju dan kepada para pihak
tepat waktu; dan

Persentase Amar Putusan Perkara yang dapat diakses
secara On Line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak

diputus.



C. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan

indikator sebagai berikut:
1) Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial;
2) Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Teknis

Kepaniteraan; dan

3) Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis
Yudisial.
d. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan, dengan indikator sebagai
berikut:

1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti; dan

2) Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan
Militer Tinggi Il Surabaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari;

1) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan;

a) Penyelesaian sisa perkara dan perkara masuk baik
pidana umum maupun pidana militer untuk Tingkat
Pertama (paling lambat 5 bulan/sesuai SOP, kecuali
perkara Inabsensia diselesaikan dalam jangka waktu 6
bulan); dan

b) Penyelesaian perkara baik pidana umum maupun pidana
militer untuk Tingkat Banding (paling lambat 3
bulan/sesuai SOP).

2) Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;



a) Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum
maupun pidana militer untuk perkara Tk. Pertama dan
Tk. Banding (sesuai SOP); dan

b) Penyampaian berkas perkara baik pidana umum
maupun pidana militer untuk Tk. Pertama dan Tk.

Banding secara lengkap dan tepat waktu.

3) Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim
Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat
terhadap keadilan; dan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

a) Sidang keliling; dan

b) Pelaksanaan Hakim Terbang.

4)  Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Yudisial kepada tenaga
teknis;

b) Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan
administrasi tenaga teknis; dan

c) Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya Dukungan

Manajemen dan Tugas Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Teknis

Peradilan.

Kegiatan pokok Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Peradilan adalah Peningkatan Pembinaan

Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administasi, yang meliputi:

1) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP

2) Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunya
Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart
Pembinaan Pengelolaan Anggaran (Monev)



3) Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional/
Pemeliharaan Perkantoran

4)  Peningkatan kualitas Pengawasan

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis;
1). Peningkatan sarana dan prasarana,
2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan

(Acces to Justice).

Kegiatan Pokok Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada
Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya pada RPJM Tahun Ke IV
(2020-2024) yang diusulkan meliuputi;

1) TA. 2020 mengajukan usulan pengadaan:

a) Pengadaan Kendaraan Bermotor:
X Kendaraan Dinas R-4

b) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi:
Q) Laptop
(2) Monitor Touchscreen Floorstand
3) Scanner
4) Drone Camera
(5) Peralatan Teleconference

C) Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan:

X Renovasi Ruang Sidang Utama

DISETUJUI:

a) Pengadaan  Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi:
X PC Komputer untuk Panitera.

b) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran:
X AC Split

2) TA. 2021 mengajukan usulan pengadaan:
a) Pengadaan Kendaraan Bermotor:
(2) Randis R-4
(2) Randis R-2



b) Pengadaan  Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi:
(2) Laptop
(2) Monitor Touchscreen Floorstand
(3) Scanner
4) Drone Camera
(5) Camcoder
C) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran:
1) AC Split
(2) Mebeler (almari, meja kursi)
3) Otomatis Mesin Genset
d. Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan:
Q) Rumah Negara Gol.l Tipe A Permanen
(2) Rehab Ruang Sidang Utama
3) Renovasi Sarana dan Lingkungan:
X Parkir Motor
X Garasi Mobill
X Tandon Air
3) TA. 2022 Mengajukan usulan pengadaan:
a. Pengadaan Pengolah Data terdiri dari:
(1) PC (Personal Computer)
(2) Printer
3) Laptop
(4) Finger Print
b. Pengadaan Inventaris Kantor:
@ TV
(2) Lemari Es
(3) Dispenser
(4) Handycam
(5) Camera
(6) Display Pengumuman Elektronik (Running
text).
(7)  Scanner
(8) Infocus
(9) Sound System

4) TA. 2023 Mengajukan usulan pengadaan:

Pengadaan Fasilitas Gedung:



a.
b.
c.
d.

6) TA. 2024 Mengajukan ususlan pengadaan:

a.

Hydrant
Reposition Paving Komplek
Jaringan Listrik gedung kantor

Gordyn

Pengadaan Fasilitas Kantor:

(1) Penerangan Komplek

(2) Saluran air / talut
Pengadaan Peralatan dan mesin:
(1) Mesin potong rumput

(2) Vacum Cleaner

(3) Mesin Pel lantai




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN MILITER TINGGI IIl SURABAYA

Terwujudnya | a. Persentase Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Kepala Laporan:
Proses sisa perkara X 100%
Peradilan pidana Militer Jumlah sisa perkara yang harus Bulanan;
yang pasti, yang diselesaikan Triwulan; dan
Transparan diselesaikan: Tahunan.
dan 1) Perkara Catatan:
Akuntabel Tk. Pertama | —. )
2) Perkara Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya
Tk. Banding
b. Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan Kepala Laporan :
perkara: tahun berjalan
X 100% Bulanan;
1) Perkara Jumlah perkara yang ada Triwulan; dan
Tk. Pertama Tahunan.
2) Perkara .
Tk. Banding Catatan:
yang diselesai- | x Perbandingan jmlh pkr yg diselesaikan dg
kan tepat waktu pkr yg hrs diselesaikan (Sisa awal Tahun dan
perkara yg masuk).
x Jmlh pkr yg ada = jmlh pkr yg diterima th
berjalan + sisa pkr th sebelumnya.
SEMA No. 2 Tahun 2014 , tentang Penyelesai
Perkara Tingkat Pertama dan Pengadilan Ting
Banding pada 4 (empat) leingkungan Peradilar|
c. Persentase Kepala Laporan :
penurunansisa | Tn.l- Tn
perkara X 100 % Bulanan;,
Tn.1l Triwulan; dan
1) Perkara Tahunan
Tk. Pertama | Catatan:
2) Perkara Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tk. Banding Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus
pada tahun berjalan.
d. Persentase Jumlah perkara yang tidak Kepala Laporan :
perkara yang mengajukan Upaya Hukum
tidak mengaju- X 100% Bulanan;,
kan upayah Jumlah Putusan Perkara Triwulan; dan
ukum: Tahunan
. Catatan:
x  Banding -
X  Kasasi Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan
x PK upaya hukum, maka semakin puas atas putusan
Pengadilan.
Peningkatana | Persentase Salinan | jymlah Putusan yang diterima Panitera Laporan :
Efektivitas Putusan yang tepat waktu
Pengelolaan | dikirim ke Oditur X 100% Bulanan;
Penyelesaian | Militer Tinggi dan Jumlah putusan Triwulan; dan
Perkara Terdakwa / Tahunan.
Pengadilan
pengaju tepat
waktu.
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3.1.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI
Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2025
tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2025, yang secara

garis besar ada beberapa arahan pembaruan, yaitu:

1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Dengan mempertimbangkan hakekat dari fungsi kekuasaan
kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan permasalahan
serta tantangan yang dihadapi, maka segala upaya pembaruan peradilan
harus mengarah kepada tujuan utama, yaitu:
3%dan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan
NHKDNLPDQ VHFDUD HIHNWLI’
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program utama yang akan
dilakukan adalah:
1). Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2). Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten
3). Penyederhanaan Proses Berperkara

4). Penguatan Akses pada Keadilan

2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara
Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara, dibagi menjadi
3 (tiga) bagian, yaitu:
1). Modernisasi manajemen perkara
2). Penataan ulang organisasi menajemen perkara

3). Penataan ulang proses manajemen perkara

3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Fu  ngsi
Pendukung)

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki fungsi yang
strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang
berbasis pengetahuan. Setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang
harus dikembangkan oleh Litbang;

1). Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan

substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili.



2). Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan
kebijakan MA,Oleh karena itu dibutuhkan penguatan kelembagaan
dan penguatan SDM serta sarana dan prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam pengelolaan SDM
Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, MA  akan
mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM
berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini
biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (  CBHRM).
Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dikembangkan melalui:
1). Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi (Rotasi, Mutasi
dan Promosi)
3). Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4) Remunerasi berbasis kompetensi

5). Pola karir berbasis kompetensi

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif,
berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI akan
mengembangkan 36 LVWHP 3HQGLGLNDQ GDQ 3HODWLKDQ =«
Pegawai Pengadilan YangBe UNXDOLWDV GDQ 7THUKRUPDW"’
{ Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai
aspek, yaitu:

1). Kelembagaan (Institusional)

2). Sarana dan Prasarana yang diperlukan

3). SDM

4). Program Diklat yang terpadu dan berkelanjutan

5). Pemanfaatan hasil Diklat

6). Anggaran Diklat

7). Kegiatan pendukung lainnya (Penelitian dan Pengembangan)

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggara
Pasal 81 A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, menyatakan 3$QJJDUDQ ODKNDPDK $JXQJ GL
pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
1HJDURBs&sal tersebut mengamanatkan kepada Jajaran Mahkamah



Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam

penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran, agar kemandirian

anggaran MA dapat terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai

berikut:

1). Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran
badan Peradilan

2)  Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kemandirian anggaran Badan Peradilan

3) Menetukan tingkat kemandirian anggaran Badan Peradilan

4). Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian
anggaran Badan Peradilan

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk
menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan, meliputi:
1). Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
2). Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
3). Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

4). Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Mahkamah Agung RI saat ini sudah mulai mengimplementasikan

SIMAK BMN, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang

dihadapi, oleh karena itu untuk memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan

aset, MA akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1). Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku
positif dalam pengelolaan aset

2). Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset, dari pendekatan
administratif aset menjadi manajemen aset, yang menerapkan
beberapa asas; Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi, Azas
Efisiensi, Akuntabilitas Publik, dan Kepastian Nilai.

3). Menyediakan satu orang penilai di setiap Satuan Kerja Unit
Pengelola Aset

4).  Melakukan penertiban aset

5). Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset

6). Melakukan Risk Analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah
dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu

7).  Melakukan sertifikasi, khususnya tanah

8). Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan



9). Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif
10) Menyempurnakan SIMAK BMN

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,
kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi medern berbasis TI
terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong
terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, oleh karena itu
segenap pemangku kepentingan di lingkungan MA dan Badan Peradilan di
bawahnya menempatkan pembenahan TI sebagai salah satu prioritas
perubahan.

Secara ringkas penerapan Tl di MA dapat dirumuskan sebagai
sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut:
1). Peningkatan kualitas putusan
2). Peningkatan sistem administrasi Pengadilan
3). Pembentukan efisiensi proses kerja di Lembaga Peradilan
4). Pembentukan organisasi berbasis kinerja

5). Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan
Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai
adalah 3)XQJVL SHQJD ZadlsrDdjakSaddkd@h oleh unit organisasi
yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh
jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta
SHUDQ GDQ NHGXGXNDQQ\D GDODP RUJDQLVDVL ODK
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal
diperlukan Penguatan Organisasi Pengawasan yang difokuskan Pada 5
(lima) aspek, yaitu:
1)  Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2)  Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4)  Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi
Masyarakat
5) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai

Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
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10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi

pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal; 1) Memenuhi kebutuhan

masyarakat pencari keadilan, 2) Mewujudkan akuntabilitas dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat, adapun langkah-langkah prioritas

yang akan dilakukan adalah:

1). Membangun kultur keterbukaan di pengadilan

2). Mekanisme akses informasi sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya
ringan

3). Membangun struktur organisasi dan mengembangkan kebijakan
pendukung

4). Mekanisme pemantauan dan pengawasan, pengaduan dan
penyelesaian keberatan serta insentif dan disinsentif atas
pelaksanaan pelayanan informasi

5). Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kegunaan dan

kebutuhan informasi Pengadilan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER TINGGI 1l
SURABAYA

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya
pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan
memedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk
mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan,
Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya menetapkan arah kebijakan dan strategi

sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan
transparan sehingga masyarakat pencatri keadilan dapat
memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat,
sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk
meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja :

a. Sistem karir dan penempatan posisi jabatan merupakan perbaikan

dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
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b.

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Sistem pemberian Reward dan Punishmen kepada personel.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan

jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun

penerima layanan;

Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan, hal

ini dilaksanakan/diterapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP);

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk

pelayanan publik, sebagai wujud dari INOVASI, diantaranya:

1) Penataan sarana dan prasarana serta penerapana Sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

2) Penyediaan perangkat/media CCTV Online berbasis Android;

3) Penyediaan Perangkat/media Telekonferen;

4)  Penyediaan perangkat e-DC1 (elektronik Dilmilti Center)

5) Penyediaan perangkat SiRatMil (Sistim Tata Persuratan
Peradilan Militer)

6) Penyediaan perangkat e-Tamil (Elektronik Tamu Peradilan
Militer)

7) Penyediaan perangkat Siskomsid (Sistim Komunikasi Sidang)

KERANGKA REGULASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi

merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pasal

PHQ\DW D N D Qasidba88 nferdpakan penjabaran dari visi, misi

dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional,

yang memuat setrategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program



kementerian/lembaga dan linrtas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dan rencana

NHUMD \DQJ EHUXSD NHUDQJND UHJXODVL GDQ NHUDQJ!
Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM

tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi

melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum

periode ke Il amanat untuk
nasional jangka menengah RPJMN tahun 2015-2019, yaitu Kesadaran dan
Penegakan Hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap
serta profesionalisme aparatur Negara di pusat dan daerah makin mampu
mendukung pembangunan nasional, oleh karenanya Mahkamah Agung harus
menetapkan kerangka regulasi, begitu pula 4 (empat) lingkungan peradilan di
bawahnya, termasuk Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya.

Kerangka Regulasi Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya tidak terlepas dan
berpedoman / mengacu kepada Kerangka Regulasi Mahkamah Agung,

sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

KERANGKA REGULASI

ISU ARAH ARAH KEBUTUHAN DIREKTORAT DIREKTORAT
STRATEGIS KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI PENANGGUNG TERKAIT
2015-2019 REGULASI JAWAB
1 2 3 4 5 6
Optimasli Peningkatan Perlunya SE Dirjen Ditjen Ditjen
Manajemen | penyelesaian implementasi | Badilmiltun Badilmiltun Badilmiltun
Peradilan perkara SK KMA tentang
Militer tentang Penambahan Diklat Kumdil
Percepatan volume MA RI
penyelesaian | sidang
perkara keliling
Peningkatan Perlunya -sda-
efektivitas penge | Penambahan
lolaan penyelesai | Volume
an perkara sidang
keliling
Peningkatan Perlunya SE Dirjen
aksesbilitas Peningkatan | Badilmiltun
masyarakat pelayanan tentang
terhadap publik Peningkatan
peradilan pelayanan
publik
Peningkatan Perlunya Juklak/juknis
kualitas SDM Standarisasi | pelaksanaan
pelaksanaan | bimtek
bimtek




Peningkatan Perlunya SK KMA
efektivitas kinerja | landasan tentang
aparatur teknis, hukum peningkatan
non teknis peningkatan | kualitas
peradilan kualitas aparatur
aparatur teknis, non
teknis, non teknis
teknis
Optimalisasi Perlunya SK KMA BUA BUA
pemanfaatan Tl landasan tentang tata Mahkamah Mahkamah
hukum tata kelola Tl Agung Agung
kelola TI
Peningkatan Perlunya SK KMA BUA BUA Mahkamah
sarana dan landasan tentang stan- | Mahkamah Agung
prasarana hukum skala | darisasi Agung
pendukung prioritas pendukung
kinerja aparatur pemenuhan kinerja
peradilan sarpras aparatur
Peningkatan Perlunya SK KMA Badan Badan
kualitas landasan tentang stan- | Pengawasan Pengawasan MA
pengawasan hukum darisasi MA RI RI
standar pengawasan
pengawasan
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KERANGKA KELEMBAGAAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi Negara dengan
membawahi 823 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi
yang kuat.

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Pimpinan
Mahkamah Agung dengan dibantu Sekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah
Agung, mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam
Perpres No. 14 Tahun 2005 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/IlI/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sedangkan tata kerja Kesekretariatan
telah diatur dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretaris Mahkamah Agung.

Tata Kerja Kepniteraan dan Kesekretariatan pada empat lingkungan
Peradilan dibawah Mahkamah Agung telah ditetapkan dengan Perma Nomor 7
Tahun 2015

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan




Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama
dan peradilan tingkat banding, juga merupakan kawal depan (Voorpost)
Mahkamah Agung RI yang membawahi 8 (delapan) Peradilan Militer yang berada
di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya melaksanakan tugas
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan
peraturan perundang-undangan serta melaksanakan fungsi mengadili (Judicial
Power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi administrasi dan fungsi

lainnya sesuai kewenangan dan Undang-Undang.

Dengan ditetapkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah
diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan, maka kerangka organisasi Pengadilan Militer Tinggi IlI

Surabaya sebagai berikut:

Bab | Umum
Pasal 1 . (1) Kedudukan, tugas dan tanggung jawab;
(2) Pembagian tugas;
(3) Penunjukan Juru Bicara Pengadilan;
(4) Pelaksana administrasi perkara
Bab II Kepaniteraan Peradilan Umum
Bab 11l Kepaniteraan Peradilan Agama

Bab IV Kepaniteraan Mahkamah Syariyah

Bab V Kepaniteraan Peradilan Militer

Bagian Kesatu :  Susunan dan Klasifikasi Kepaniteraan
Pasal 175 . (1) Kepaniteraan Peradilan Militer terdiri
dari:

a. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama,;
b. Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi
c. Kepaniteraan Pengadilan Militer

(2) Klasifikasi Kepaniteraan Pengadilan
Militer:



Bagian Ke dua

Paragraf 1
Paragraf 2
Pasal 179

Bagian Ketiga

Paragraf 1
Paragraf 2
Pasal 189

Bagian Keempat :

Paragraf 1
Paragraf 2
Pasal 201

Bagian Kelima

Paragraf 1
Paragraf 2
Pasal 201

a. Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A,

b. Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B.
Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Susunan Organisasi

Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama:

a. Panmud Pidana;

b. Panmud Tata Usaha Militer (TUM); dan

C. Panmud Hukum.
Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Susunan Organisasi

a. Panmud Pidana;

b. Panmud Tata Usaha Militer (TUM); dan

C. Panmud Hukum.
Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A

Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
Susunan Organisasi
a. Panmud Pidana; dan

b. Panmud Hukum.
Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B

Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
Susunan Organisasi

a. Panmud Pidana; dan

b. Panmud Hukum.




BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN MILITER TINGGI

Bab VI Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bab VII  Kesekretariatan Peradilan Umum
Bab VIII Kesekretariatan Pengadilan Agama

Bab IX Kesekretariatan Mahkamah Syariyah

Bab X Kesekretariatan Pengadilan Militer
Bagian Kesatu Susunan dan Klasifikasi Kesekretariatan
Pasal 365 . Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri dari:

a. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama;
b. Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi;
dan

c. Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Pasal 366 . Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri dari:
a. Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A,
dan

b. Kesekretariatan Pengadilan Militer, Tipe B.



Bagian Kedua

Paragraf 1
Paragraf 2
Pasal 370

Pasal 373

Pasal 378

Bagian Ketiga

Paragraf 1
Paragraf 2
Pasal 384

Pasal 387

Pasal 392

Kesekretariatan Militer Utama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi

Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama,

terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
dan

b. Bagian Umum dan Keuangan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri

dari:

a. Subbagian Perencanaan Program dan
Anggaran; dan

b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi

Informasi.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga; dan

b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.
Kesekretarian Pengadilan Militer Tinggi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi,

terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
dan

b. Bagian Umum dan Keuangan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri

dari:

a. Subbagian Perencanaan Program dan
Anggaran; dan

b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi

Informasi.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga; dan

b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.



Bagian Keempat :

Paragraf 1
Paragraf 2
Pasal 398

Bagian Kelima

Paragraf 1
Paragraf 2
Pasal 405

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A,

terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana; dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan.
Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B,

terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana; dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan.



BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN MILITER TINGGI

Bab XI Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara
Bab XlI  Kelompok Jabatan Fungsional

Bab XllI Tata Kerja

Bab XIV Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian
Bab XV  Lokasi

Bab XVI Ketentuan Peralihan

Bab XVII Ketentuan Penutup
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Untuk mewujudkan Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer Tinggi Ill

Surabaya memiliki 4 program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,

dengan sasaran program, indikator program, sebagai berikut:

SASARAN INDIKATOR PROGRAM TARGET
PROGRAM 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya Terselenggaranya
penyelesaian perkara | penyelesaian perkara Tk. 35 38 40 43 45
yang pasti, transparan | Pertama, tepat waktu Perkara | Perkara | Perkara | Perkara | perkara
dan akuntabel
Terselenggaranya
penyelesaian perkata Tk. 133 136 139 142 145
Banding, tepat waktu Perkara | Perkara | Perkara | Perkara | perkara

2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan

sasaran program, indikator program, sebagai berikut:

SASARAN INDIKATOR PROGRAM TARGET
PROGRAM 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya Terselenggaranya
efektivitas pengelolae}n administrasi 130 135 140 145 150
penge!olaar) penyelesaian perkara tepat Berkas | Berkas | berkas | berkas | berkas
adm|n|stra§| wakiu Perkara | perkara | perkara | perkara | perkara
penyelesaian perkara
Terselenggaranya
pengiriman salinan putusan 130 135 140 145 150
kepada para pihak, tepat Berkas | Berkas | berkas | berkas | berkas
waktu Perkara | perkara | perkara | perkara | perkara
Terselenggarnya amar
putusan yang dapat 130 135 140 145 150
diakses secara On Line Berkas | Berkas | berkas | berkas | berkas
tepat waktu Perkara | perkara | perkara | perkara | perkara

3. Program peningkatan kualitas Sumber Daya manusia

program, indikator program, sebagai berikut:

(SDM), dengan sasaran

INDIKATOR TARGET
IERAgégﬁw/l PROGRAM 2020 2021 2022 2023 2024
VOL | SAT | VOL | SAT | VOL | SAT | VOL | SAT | VOL | SAT
Peningkatan a. Persentase
kualitas Hakim yang
Sumber Daya mengikuti
Manusia / Bintengeknis 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org Org
Yudisial




Persentase
Panitera
Pengganti
yang

mengikuti 1 Org
Bintek
Teknis
Yudisial

Org

1 Org 1

Org

1 Org

Persentase
Pegawai
yang
mengikuti 1 Org
Bintek Non
Teknis
Yudisial

Org

1 Org 1

Org

1 Org

4. Program

terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan,

program, indikator program, sebagai berikut:

dengan sasaran

SASARAN INDIKATOR PROGRAM TARGET
PROGRAM 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya Terselenggaranya 1 1 1 1 1
pelaksanaan pengaduan yang Penga- | Penga- | Penga- | Penga- | Penga-
pengawasan ditindaklanjuti duan duan duan Duan duan
Terselnggaranya temuan
yang ditindaklanjuti 1 1 1 1 1
Temuan | Temuan | Temuan | Temuan | Temuan

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya dapat diuraikan pada matrik kinerja

pendanaan terlampir.




I

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya tahun 2020-
2024 adalah merupakan kelanjutan RPJM tahap Il (2015-2019) dan diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan serta peluang sesuai dengan tuntutan perubahan

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Rancangan Renstra ini juga merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan, serta output

yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya ini akan
disempurnakan dan akan ditetapkan menjadi Dokumen Renstra Dilmilti 1l Surabaya
2020-2024, apabila Dokumen Renstra MARI telah ditetapkan. Dengan demikian
rancangan renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan
penyempurnaan menuju keselarasan dengan Renstra MARI 2020-2024 nantinya.
Melalui Rancangan Renstra ini diharapkan dapat membantu sebagai gambaran
sementara terhadap pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran
tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan
Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya memiliki gambaran pedoman yang bersifat
sementara untuk dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran
program selama lima tahun ke depan yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi

Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN




Surat Keputusan
Kepala Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya
Nomor W3.Mil/ 05/0T.01.3/1/2020

Tentang

Penetapan Rancangan Rencana Strategis
(Renstra)
Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya
2020 £2024



PENGADILAN MILITER TINGGI IIl SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI Ill SURABAYA

NOMOR : W3.Mil/ 05 /OT.01.3/1/2020

tentang

PENETAPAN DOKUMEN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN MILITER TINGGI Ill SURABAYA TAHUN 2020 - 2024

Menimbang

Mengingat

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI Ill SURABAYA

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019
tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen
SAKIP, maka Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya perlu
menyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
dan

bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) ke Ill Tahun 2015 + 2019, dan
dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
tahap IV Tahun 2020 +2024 maka Pengadilan Militer Tinggi Il

Surabaya perlu menetapkan Rancangan Rencana Strategis

Undang - undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer;
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan  Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung;



5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung;

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di

Pengadilan; dan

Memperhatikan : Hasil Rumusan Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis
Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya Tahun 2020-2024 tanggal 15
s.d. 17 Januari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI |l
SURABAYA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN MILITER
TINGGI 1l SURABAYA TAHUN 2020 +2024.

PERTAMA . Dokumen Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi
Il Surabaya Tahun 2020-2024 ini adalah hasil rumusan Tim
Penyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Militer Tinggi Ill Surabaya pada tahun 2020. yang merupakan
konsep acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer
Tinggi Il Surabaya, dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) dan menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP).

KEDUA . Bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya Tahun 2020-2024 bertujuan
untuk lebih  menyelaraskan dengan  Rencana
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KETIGA

Tembusan:

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke 1V

tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan juga diselaraskan dengan isu-isu
strategis yang berkembang serta prioritas sesuai kebijakan dan
Renstra MARI Tahun 2020-2024, sehingga diharapkan memiliki
dokumen Renstra yang valid dan dapat dipergunakan untuk
pedoman dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila  dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada Tanggal 20 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer Tinggi Ill,

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

1. Sekretaris MA RI
2. Dirjen Badilmiltun MA RI

3. Kadilmiltama




Surat Keputusan
Kepala Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya
Nomor W3.Mil/ 03/0T.01.3/1/2020

Tentang

Penetapan Tim Penyusun Rancangan
Renstra Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya
Tahun 2020 +2024



PENGADILAN MILITER TINGGI IIl SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI Ill SURABAYA
NOMOR : W3.Mil/ 03 /OT.01.3/1/2020

tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENSTRA
PENGADILAN MILITER TINGGI Il SURABAYA TAHUN 2020 - 2024

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI Ill SURABAYA

Menimbang . a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019
tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen
SAKIP, maka Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya perlu
menyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahap ke Il Tahun 2015 =+ 2019,
dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJIM) tahap ke IV Tahun 2020 + 2024 maka Pengadilan
Militer Tinggi Ill Surabaya perlu menetapkan Tim Penyusun
Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi |l
Surabaya 2020 +2024: dan

c. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam surat keputusan
ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai Tim Penyusun Rancangan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya Tahun
2020-2024.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung;

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung;

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di

Pengadilan; dan

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI |l
SURABAYA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN MILITER TINGGI IIl SURABAYA TAHUN 2020-2024.

Menunjuk dan mengangkat kepada Pejabat yang namanya tersebut
dalam surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi 11l Surabaya
2020-2024;

Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Rancangan Rencana
Strategis ( Renstra ) Pengadilan Militer Tinggi [l Surabaya
2020-2024 adalah menyusun Rancangan Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya Tahun 2020-2024

dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan isu-isu strategis yang
berkembang serta prioritas sesuai kebijakan MARI;

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila  dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada Tanggal 13 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer Tinggi Ill,

Tembusan: E. Trias Komara, S.H., M.H.

Brigadir Jenderal TNI
1. Sekretaris MARI

2. Dirjen Badilmiltun MARI
3. Kadilmiltama




PENGADILAN MILITER TINGGI IlI

SURABAYA

Lampiran:

Surat Keputusan Kepala

Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya

Nomor W3Mil/ /0T.01.2/1/ 2020
Tanggal Januari 2020
NAMA, PANGKAT, GOL, JABATAN DALAM
NO NRP, NIP JABATAN SATGAS
1 2 3 4
E. Trias Komara, S.H., M.H. o Penanggung
1 Brigadir Jenderal TNI Kadilmilti Jawab
Roza Maimun, S.H., M.H.
2. | Kolonel Chk (K) Wakadilmilti Koordinator
NRP 34117
Ata Wijaya, S.H., M.H. .
3 | Letkol Chk NRP 2910064500670 | Fanitera Ketua
Abuzar Hafari, S.H., M.H. . .
4| Letkol Sus NRP 524431 Sekretaris Wakil Ketua
Moch Mansyur, S.H. .
5. Mayor Chk NRP 547969 Panmud Pidana Anggota
Sunardi, S.H.
© | Mayor Chk NRP 548423 Panmud TUM Anggota
Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
7| Mayor Chk 11060004150780 Panmud Hukum Anggota
Tigor Parlilitan H., S.1p., S.H. Kabag Perencanaan
8. | Pembina Gol.Ruang IV.d dan Kepeaawaian Anggota
NIP 19690522 199203 1 003 Peg
Dwi Puspitarini, S.E. Kasubbag Keuangan
9. | Penata Tk.l. Gol. Ruang Ill.d dan Pelagoran g Sekretaris
NIP 19811206 200604 2 003 P
Wahyu Eko Wicaksono, S.T. ggfgr?gaijlr?aan
10. | Penata Gol.Ruang lll.c Proaram dan Anggota
NIP 197405142006041001 g
Anggaran

Kepala Pengadilan Militer Tinggi lll,

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI




Matrik
Rancangan Rencana Strategis Kinerja
( Renstra) 2020 - 2024




MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 - 2024

Visi 37THUZXMXGQ\D 3HQJDGLODQ OLOLWHU J3LQJJL ,,, 6XUDED\D <DQJ $JXQ
Misi 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya,;

2.  Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya;

4 Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya

1 Pencari Persentase 95% Terwujudnya proses a. | Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaiakan:
keadilan penyelesaian peradilan yang pasti,
merasa perkara yang transparan dan akuntabel 1) Perkara Tk. Pertama: 100% 100% | 100% 100% 100%
kebutuhan dan | diselesaikan tepat
kepuasan | waktu 2) Perkara Tk.Banding: 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
nya terpenuhi

b. | Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepa  t waktu :

1) | Perkara Tingkat Pertama 93% 94% 95% 96% 97%
yang diselesaikan tepat waktu
(5 bulan)

2) | Perkara Tingkat Banding 93% 94% 95% 96% 97%
yang diselesaikan tepat waktu
(3 bulan)

3) | Persentase perkara Tingkat 93% 94% 95% 96% 97%
Pertama (Perkara Inabsensia)
yang diselesaikan dalam jangka
waktu 5 (lima) bulan:

c. | Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan dengan cara sidang Keliling

1) | Perkara Tingkat Pertama 100% 100% 100% 100% 100%

2) | Perkara Tingkat Banding 100% 100% 100% 100% 100%




84% d. | Persentase penurunan Sisa perkara
1) | Perkara Tingkat Pertama 82% 83% 84% 85% 86%
2) | Perkara Tingkat Banding 82% 83% 84% 85% 86%
84% e. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum
1) | Banding 82% 83% 84% 85% 86%
2) | Kasasi 82% 83% 84% 85% 86%
3) | Peninjauan Kembali 100% 100% 100% 100% 100%
Setiap pencari | a. Peningkatan 100% Peningkatan Pengelo- Persentase Salinan Putusan yang
keadilan dapat kualitas SDM laan Penyelesaian dikirim
menjangkau Perkara ke Oditur Militer Tinggi dan
badan Terdakjwa / Pengadilan Pengaju
peradilan tepat waktu
a. | Persentase Salinan Putusan 100% 100% 100% 100% 100%
Perkara Tingkat Pertama yang
dikirim kepada Oditur Militer
Tinggi, Terdakwa dan para pihak
tepat waktu
b. | Persentase Salinan Putusan 100% 100% 100% 100% 100%
perkara Tingkat Banding yang
dikirim kepada Pengadilan
Pengaju dan kepada para
pihak tepat waktu
100% Terwujudnya peningkatan a. Persentase Hakim yang mengikuti 75% 75% 75% 75% 75%

kualitas SDM

Bintek Teknis Yudisial




daerah

Persentase Panitera Pengganti 75% 75% 75% 75% 75%
yang mengikuti Bintek Kepaniteraan
Persentase Pegawai yang 75% 75% 75% 75% 75%
mengikuti Bintek Non Teknis
Yudisial
b. Peningkatan 100% Terwujudnya peningkatan Persentase pengaduan yang 100% 100% 100% 100% 100%

kualitas kualitas pengawasan ditindaklanjuti

pengawasan
Persentase pengawasan ke 100% 100% 100% 100% 100%




Berita Acara Penyusunan Rancangan Renstra
Pengadilan Militer Tinggi lll Tahun 2020-2024
Nomor W3.Mil/ 04/Ranc.Renstra/l/20 20




PENGADILAN MILITER TINGGI [Il SURABAYA
JI. Raya Ir. H. Djuanda No. 87 Sidoarjo
Telp 031- 8671763, Fax. 031-99681347
Website : www.dilmilti3-surabaya.go.id e-mail: milti.surabaya@dilmil.org

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PENGADILAN
MILITER TINGGI Il SURABAYA TAHUN 2020-2024
Nomor : W3.Mil / 04 /Ranc.Renstra/l/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh belas, bulan Januari tahun Dua ribu dua
puluh, kami Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Militer Tinggi Il Surabaya Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya Nomor W3.Mil/ 03 /OT.01.3/1/2020 tanggal 13
Januari 2020 telah menyusun rumusan Rancangan Rencana Strategis (Renstra)
PENGADILAN MILITER TINGGI Il SURABAYA TAHUN 2020-2024.

Penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya ini
bertujuan untuk memberikan konsep gambaran informasi tentang kandungan
Renstra Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya Tahun 2020-2024 apakah sudah atau
masih sesuai dan selaras sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
dan apakah sudah sesuai serta masih selaras dengan arah dan langkah dalam
mencapai cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh sebagaimana
dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang disebut
Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035.

Perlu diinformasikan bahwa Renstra Badan Peradilan yang berada di bawah MARI
(termasuk peradilan lingkungan peradilan militer) harus mengacu dan selaras
dengan Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024,
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya dan kondisi saat
ini serta apakah sudah memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan serta program
dan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya dalam rangka melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Militer Tinggi I
Surabaya Tahun 2020-2024 meliputi; Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan,
Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan, Arah Kebijakan dan
Strategi Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya, Kerangka Regulasi, Kerangka

Kelembagaan, Target Kinerja.



Hasil penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya

Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara evaluasi ini.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi Il
Selaku
Penanggung Jawab,

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI



CHECKLIST PEMBAHASAN

NO

POKOK
BAHASAN

SASARAN PENYUSUNAN

CHECKLIST

2

3

4

FORMAT

Rancangan Renstra telah menampilkan
data penting Instansi Pemerintah ( Dilmilti
[ll Surabaya )

¥

Rancangan Renstra telah menyajikan
informasi kondisi secara umum, potensi
dan permasalahan yang dihadapi

Rancangan Renstra telah menyajikan
Capaian Kinerja selama 5 (lima) tahun
sebelumnya 2015-2019

Rancangan Renstra telah menyajikan
informasi potensi dan permasalahan yang
dihadapi

Rancangan Renstra telah menyajikan Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan
Program serta Kegiatan, IKU, Arah
Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
RI, Arah Kebijakan dan Strategi
Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya,
Kerangka Regulasi, Kerangka
Kelembagaan, Target Kinerja.

Telah menyajikan dengan lampiran (Matrik
Rancangan Rencana Strategis Kinerja)
yang mendukung informasi pada badan
laporan

MEKANISME
PENYUSUNAN

Rancangan Renstra disusun oleh Tim
Penyusun Renstra yang memiliki tugas
fungsi untuk itu

Informasi yang disampaikan dalam
Rancangan Renstra telah didukung
dengan data yang memadai

Data/informasi capaian kinerja 5 (lima)
tahun sebelumnya yang disajikan telah
diyakini keandalannya, dengan tersajinya
lapiran-lampiran sebagai data dukung
Rancangan Renstra

10.

Dokumen Rancangan Renstra telah
Menggambarkan sistem perencanaan
selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-
2024)




2 3 4
11. Visitelah sesuai dengan mengacu Visi
SUBSTANSI Mahkamah Agung RI ¥
12. Misitelah selaras dan sesuai dengan
Visi serta penjelasannya. ¥
13. Tujuan Strategis telah selaras dan ¥
sesuai dengan Visi dan Misi
14. Sasaran Strategis, Program dan ¥
Kegiatan telah sesuai dan selaras
dengan tujuan dan IKU
15. Data Capaian Kinerja pada 5 (lima) tahun ¥

sebelumnya sebagai gambaran tolok ukur
berhasil dan tidaknya pelaksanaan tupoksi,
sehingga diharapkan sebagai acuan dalam
penyusunan target kinerja 5 (lima) tahun
kedepan.

Dengan demikian akan terwujudnya suatu
perencanaan yang terarah, dinamis dan
terukur,

16. Rancangan Renstra telah memuat Arah
Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung ¥
sebagaimana termaktub dalam Cetak
Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan
Indonesia 2010-2035.

17. Rancangan Renstra telah memuat Arah
Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer
Tinggi lll Surabaya yang telah selaras
dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan.

18. Rancangan Renstra telah memuat
Kerangka Regulasi dan Kerangka ¥
Kelembagaan yang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta
Target Kinerja 5 (lima) tahun kedepan.

19. Dokumen Rancangan RENSTRA telah
SMART ¥

Kepala Pengadilan Militer Tinggi Il

Selaku
Penanggung Jawab,

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI




